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Agus Moh. Najib

APAKAH HUKUM ISLAM ITU?

A. Pendahuluan

ara ahli hukum umum biasanya berpendapat bahwa

hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran
agama Islam, sehingga dipandang sebagai hukum sakral yang
sama sekali tidak dapat berubah (immutable), sampai kapan pun
dan dalam kondisi apapun. Sebagai hukum agama, hukum Islam
dipahamisebagaiaturanyanglebihberorientasipadapembentukan
individu yang sempurna, dan tidak mengkonsepsikan tata hukum
yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Atas
dasar itu, hukum Islam, sebagaimana aturan dan ajaran agama
lainnya, dalam ilmu hukum (jurisprudence) dimasukkan dalam
norma agama, dan dibedakan dengan norma atau kaedah hukum.
Hukum Islam memang bersumber dari dan didasarkan pada Al-
Quran dan Sunnah Nabi, namun demikian, apakah memang
sepenuhnya hukum Islam bersifat sakral dan tidak memiliki
kemungkinan adanya perubahan?

Munculnya pendapat tersebut, apabila dicermati, tidak
hanya disebabkan adanya kesalahpahaman dari para ahli hukum

1LJ. Van Apeldoorn, Pengantar [lmu Hukum (Pradya Paramita, 1975), hlm.
34-37, CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1986), hlm. 84-88.
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(umum) yang belum mendalami konsepsi hukum Islam secara
utuh, tetapi juga karena belum ada pembahasan secara khusus
oleh ahli hukum Islam mengenai konsepsi hukum Islam yang
dapat dipahami dan diterima oleh kerangka keilmuan hukum
pada umumnya.? Di samping itu, istilah “hukum Islam” sendiri
tidak dikenal dalam tradisi literatur fikih klasik, karena memang
istilah hukum Islam ini merupakan terjemahan dari istilah bahasa
Inggris Islamic Law. Sementara dalam tradisi fikih hanya dikenal
istilah-istilah fikih Islam (al-figh al-Islami)), syariah Islam (asy-Syari’ah
al-Islamiyyah), dan hukum syar’i (al-hukm asy-Syar’i), di samping juga
istilah agama (ad-din) dan Islam (al-Islam). Istilah-istilah tersebut
selama ini belum diposisikan secara jelas dalam kaitannya dengan
sudut pandang dan kerangka keilmuan hukum secara umum, di
samping juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum
Islam dalam mendefinisikan istilah-istilah tersebut.?

Atas dasar itu, tulisan ini hendak mengkaji makna istilah-
istilah tersebut dan inter-relasinya satu sama lain. setelah diketahui

- kedudukan dan posisi masing-masing dari istilah tersebut,

kemudian dilihat apa sesungguhnya pengertian dari hukum Islam
tersebut, sehingga dapat dilihat juga posisinya di antara istilab-
istilah tersebut.

B. Memahami Makna Istilah Agama (ad-Din), Islam,
Syariah, Hukum Syar’i dan Fikih

Makna dan relasi istilah agama (ad-din), Islam, syariah,
hukum syar’l dan fikih dalam literatur hukum Islam menjadi
wacana perdebatan yang luas dan menarik di kalangan para
ulama. Banyak pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan
dan memaknai relasi tiga kata tersebut.! Biasanya perbedaan

2 Samsul Wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas
Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 84-86.
3 Akh. Minhaji, “Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas

(Perspektif Sejarah Sosial)”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 25 September 2004, hlm. 30-40.

4 Jam~1al-Bann~, Nahwa Figh Jadid (Kairo: D-r al-Fikr al-Isi-m-,
t.t.), I: 26. Nizh-mudd-n ‘Abd al-Ham~d, Mafham al-Figh al-Islani wa Tathawwuruh
wa Ashalatuh wa Mashadiruh al-Aqgliyyah wa an-Nagliyyah, Cet. 1 (Beirut: Mu" assasah



bermula dari pendefinisian kata syariah dan relasinya dengan
ad-dm (agama). Secara bahasa, kata asy-syar’ah berarti tempat
atau jalan menuju sumber mata air, jalan lurus (ath-tharigah al-
mustaqimah), dan jalan terang untuk diikuti.’ Secara terminologis,
syariah dimaknai dengan dua pengertian. Ada yang memberikan
pengertian secara luas sebagai keseluruhan ajaran Islam yang
dibawa oleh Nabi Muhammad saw., baik menyangkut akidah,
akhlak, ibadah, maupun mu’amalah, dan ada juga yang
mengartikannya secara sempit sebagai ajaran dan aturan Islam
praktis yang hanya berhubungan dengan ibadah dan mu’amalah.®
Dengan pengertiannya yang luas tersebut, kebanyakan ulama
mengidentikkan istilah syariah dengan ad-din (agama) dan Islam
itu sendiri’” Sementara, ulama yang mengartikan secara sempit
memandang bahwa syariah hanya merupakan sebagian dari
agama dan ajaran Islam, di samping ajaran lainnya seperti akidah
dan akhlak.?

Para ulama yang mengartikan syariah secara luas maupun
secara sempit biasanya mengartikan din islami (agama Islam)
sebagai agama yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
Menurut pandangan ini, relasi syariah dengan ad-din, baik syariah
itu identik dengan ad-din maupun hanya merupakan bagiannya,
adalah dalam ruang lingkup ajaran dan risalah Nabi Muhammad.
Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian ulama mengartikan
ad-din dan Islam sebagai ajaran universal yang dibawa oleh seluruh
Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah swt. dari mulai Adam a.s.

ar-Risalah, 1984), him. 11-23.

SIbnu Manzhur, Lisan al-Arab (t.tp.: al-D-r al-Mishriyyah li at-Ta'l-f
wa atTarjamah, t.t), IX: 40. ‘Al- Ibn Muhammad aljurj-n~, Kitab atTa’rifat
(Singapura: al-Haramain li ath-Thab~’ah wa an-Nasyr wa at-Tawz-’, t.t), hlm.
126-127. SyarTah (plural: Syara'i) diartikan dengan water hole, drinking place, dan
approach to water hole. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut:
Librairie du Liban, 1980), hlm. 466.

¢Shal=h ash-Sh-w-, al-Muhawarah: Musajalah Fikriyyah hawla Qadliyyah
Tathbiq asy-SyarT'ah, Cet. 2 (Kairo: Mathba’ah al-Madan~, 1993), him. 10.

?Jamal al-Bann-, Nahwa Figh Jadid, I: 27. Harun Nasution (ed.), Ensiklopedi
Islam Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 896-898.

*Mahmud Syalt-t, al-Islam Aqidah wa SyarTah (t.tp.: D-r al-Qalam, 1966),
him. 12.
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sampai dengan Muhammad saw., sementara syariah adalah ajaran
khusus yang dibawa oleh masing-masing Rasul sesuai dengan
konteks umatnya. Dari sini kemudian muncul pernyataan bahwa
ad-din (agama) dari sisi Allah adalah satu, yaitu al-Islam, sementara
syariah berbeda-beda, tergantung Rasul yang membawanya (ad-
din wahid wa asy-syar’ah mukhtalifah atau ad-din wahid wa asy-syara’i
syatta).®

Apabila dicermati dalam Al-Qur” an, ad-din memang bersifat
universal dan dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul utusan Allah, dan
ad-din yang mereka bawa tersebut bernama al-Islam; Nabi Nuh, Nabi
Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad diperintahkan
untuk menegakkan hal yang sama, yaitu menegakkan ad-dm." Ad-
Din (agama) yang dimaksud adalah alIslam, karena agama di sisi
Allah adalah hanya al-Islam," dan siapapun yang mencari agama
selain alIslam, maka tidak akan diterima oleh Allah.”? Para nabi
terdahulu dan umatnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi
Isma’il, Nabi Ishaq, Nabi Ya’qub, Nabi Isa serta para pengikut
mereka, terutama para tokohnya (ar-rabbaniyyin, al-ahbar, dan al-
hawariyyim), dalam Al-Qur” an dikatakan sebagai orang-orang Islam
(al-muslimiin, orang-orang yang berserah diri pada Allah Yang Esa).”

Gambaran Al-Qur'an di atas menegaskan bahwa Nabi
Muhammad dan umatnya juga memiliki tugas menegakkan ad-din
al-islami sebagaimana yang telah ditugaskan kepada para rasul dan
umat sebelumnya. Di samping mengemban amanat mendirikan ad-
din, masing-masing rasul memiliki syariah yang berbeda-beda satu

sMuhammad Sa’id al-“Asymawi, Jawhar alIslam, Cet. 3 (t.tp.: alIntisyar
al-Arabi, 2004), hlm. 26-28. Mahmud Muhammad Thaha, arRisalah ats-Tsaniyah
min al-Islam (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 34.

10 ().S. Asy-Syura (42): 13: “Allah telah mensyariatkan bagi kamu sekalian
mengenai agama yang telah Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh dan yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa,
yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”

1Q.S. Ali ‘Imran (3): 19: “Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah hanya
Islam.”

12Q,S. Ali ‘Imran (3): 85: “Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka
sekalikali tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

13Misalnya Q.S. Yunus (10): 72, Q.S. Ali ‘Imran (3): 67, Q.S. Al-Hajj (22): 78,
Q.S. Al-Bagarah (2): 132, Q.S. Al-Ma’idah (5): 44, dan Q.S. Ali ‘Imran (3): 52.
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sama lain sesuai dengan konteks zaman dan peradaban masyarakat
yang dihadapi.* Hal ini dinyatakan dalam Q.S. Al-Ma"idah (5): 48:
“Untuk masing-masing umat di antara kamu sekalian, Kami jadikan
syir’ah (jalan yang terang) dan minhaj (metode yang benar).” Hadis Nabi
saw. juga menyiratkan bahwa syariah yang disampaikan oleh para
rasul adalah mengikuti kapasitas intelektual dan tingkat kemajuan
peradaban masyarakatnya: “Kami para nabi diperintahkan (oleh Allah)
untuk berbicara (menyampaikan ajaran) kepada manusia sesuai dengan
tingkat kemampuan intelektual mereka.”

Syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah, dengan
demikian, yang harus diikuti oleh umat sekarang supaya tidak
terpedaya oleh ahwa, yaitu nafsu dan keinginan dunia yang tak
terkendali, sehingga tetap berada dalam jalan kebaikan dan
kebenaran sesuai yang ditunjuki oleh Allah dalam Al-Qur’an.
Perintah mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini
dinyatakan dalam Q.S. AlJatsiyah (45): 18: “Kemudian Kami jadikan
kamu (Muhammad) berada pada syariah dari urusan (agama) itu, maka
ikutilah syariah itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-
orang yang tidak mengetahui.”

Kata asy-syarTah, sebagaimana dikemukakan, secara bahasa
bermakna jalan, cara, atau metode (ath-tharig, as-sabil, al-manhaj),
dan makna secara bahasa inilah yang sesuai dengan maksud dua
ayat yang disebut terakhir di atas. Dengan demikian, syariah
sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur”an adalah metode, cara, atau
jalan, dan bukan kaidah atau aturan-aturan hukum (qawa’id wa
ahkam) sebagaimana banyak dipahami selama ini. Al-Qur’ an tidak
pernah memakai kata syariah atau derivasinya untuk menetapkan
kaidah dan aturan hukum, sehingga mengartikan syariah sebagai
kaidah dan aturan-aturan hukum atau bahkan aturan perundang-

" Kapasitas intelektual dan peradaban manusia semakin berkembang
dari waktu ke waktu, sehingga ini mengharuskan adanya syari>at yang
menyesuaikan dengan perkembangan akal manusia dan peradaban tersebut.
Misalnya Mahmud Muhammad Thaha, Risalah ash-Shalah, Cet. 7 (t.tp.: t.p., t.t),
hlm. 12-23.

5Isma’al Ibn Muhammad aljarrahi, Kasyf al-Khifa’ wa Mazil al-llbas ‘an
ma Isytahara min al-Ahaditsi ‘ala Alsinah an-Nas, I. 225-226, dalam Program al-
Maktabah al-Alfiyyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah.
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undangan merupakan penyimpangan dari makna asli yang
dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Qur”an. Dalam menetapkan kaidah
dan aturan hukum, Al-Qur’an biasanya menggunakan kata-kata
washiyyah, faridlah, amara, atau sejenisnya.”® Karena itu, di samping
syariah sebagai manhaj (metode), terdapat ahkam asy-syarT’ah atau al-
hukm asy-syar’i (hukum syar’i) yang merupakan kaidah dan aturan
hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah dan mu’amalah,
sebagai implementasi praktis dari syariah atau manhaj tersebut.”
ahkam asy-syar’ah atau al-hukm asy-syar’i (hukum syar’i) ini, oleh
karena itu, biasa didefinisikan sebagai aturan syari’ (Allah dan
RasulNya) yang berkaitan dengan perbuatan praktis manusia
dewasa (mukallaf), baik yang berupa tuntutan, anjuran, pilihan
ataupun pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan
aturan tersebut.’

Dari paparan di atas, terdapat tiga istilah yang sangat
berkaitan, yaitu pertama, dinislamiyang merupakan ajaran paranabi
dan rasul untuk menegakkan keimanan dan ketundukkan kepada
Allah di muka bumi, dan ini identik dengan makna Islam, kedua,
syariah sebagai metode dan jalan untuk menegakkan ad-din sesuai
dengan konteks zaman dan peradaban masyarakat yang dibawa
oleh masing-masing rasul, dan ketiga, hukum syar’i sebagai kaidah
dan aturan-aturan praktis dalam rangka mengimplementasikan
syariah. Nabi Muhammad, dengan demikian, memiliki syariah
dan hukum syar’i sendiri yang berbeda dengan para rasul
sebelumnya.

Berbeda dengan syariah dan hukum syar’i yang datang
dari syari’ (Allah dan RasulNya) karena terdapat dalam Al-Qur”an
dan as-Sunnah, fikih yang secara bahasa berarti “pemahaman”
(al-fahm, understanding) merupakan produk dan hasil pemahaman
dari seseorang yang ahli (fagth) terhadap syariah dan hukum syar’i
yang berupa kaidah dan aturan hukum." Berbeda dengan syariah

16 Contoh ayat-ayat ahkam antara lain adalah Q.S. An-Nisa® (4): 11 dan
Q.S. At-Tawbah (9): 60.

7 Al-‘Asymawi, Jawhar al-Islam, hlm. 23-26.

18‘Alj Hasaballah, Ushul at-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971),
hlm. 365.

¥ Dalam kaitan dengan definisi di atas, para fugaha’ biasanya dalam
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dan hukum syar’i, fikih dengan demikian dihasilkan atas dasar
pemikiran dan penalaran manusia (faqih) dalam upaya memahami
Al-Qur” an dan as-Sunnah. Walaupun hasil dari penalaran manusia,
bukan berarti bahwa fikih merupakan hasil penalaran liberal dari
akal manusia semata, tetapi hasil penalaran yang tidak terlepas
dari dan berada dalam bingkai syariah.?

Para pemikir hukum Islam pada umumnya hanya
membedakan antara istilah syariah dan fikih tanpa menyinggung
hukum syar’i; Apabila syariah adalah ketetapan syari’ yang
terdapat dalam Al-Qur’ an dan as-Sunnah, maka fikih adalah hasil
interpretasi terhadap dua sumber hukum Islam tersebut. Klasifikasi
ini memang sangat diperlukan supaya fikih yang terbentuk bersifat
fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan konteks tempat dan
waktu. Namun demikian, klasifikasi tersebut masih bersifat global
karena tidak membedakan antara nilai-nilai syariah yang abstrak
dan universal dengan aturan-aturan syariah yang kongkret. Karena
itu, masih terdapat kekaburan ketika mereka menyatakan bahwa
teks-teks syariah seharusnya tidak dipahami secara tekstual.
Pernyataan ini sepertinya ditujukan pada semua teks syariah
yang ada dalam Al-Qur’ an dan as-Sunnah, padahal pada dasarnya
banyak juga teks-teks syariah yang secara tekstual mengandung
makna universal, seperti perintah berbuat adil dan mengerjakan
kebaikan. Oleh karena itu, pernyataan mereka di atas dapat sesuai
apabila ditujukan pada aturan-aturan syariah yang kongkret atau
hukum syar’i, dan tidak pada syariah itu sendiri yang merupakan
nilai-nilai universal ajaran Islam.

Untuk memahami syariah dan hukum syar’i sehingga
menghasilkan kesimpulan yang berupa kaidah dan aturan hukum

melakukan interpretasi lebih berpegang pada hukum syar’i (yang seharusnya
dipahami sesuai dengan konteks turunnya) ini, sementara syariah (manhaj,
metode yang digunakan oleh syari’) jarang diikuti. Padahal perintah yang jelas
dalam Al-Qur’ an, sebagaimana dikemukakan, adalah perintah untuk mengikuti
syarT’ah.

»Yusuf al-Qaradlawi, Madkhal li Dirdsah asy-SyarTah al-Islamiyyah (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 21-23.

161



162

FEN

praktis (fikih) ini memerlukan paradigma® dan metodologi*
tertentu. Penggunaan paradigma dan metodologi tersebut dalam
pemikiran hukum Islam biasa disebut dengan ijtihad.?® Dalam
proses ijtihad, penggunaan metodologi merupakan hal yang
sangat penting dan menentukan dalam pembentukan fikih.
Adanya pembedaan antara syariah,hukum syar’i, dan fikih di atas
di samping klasifikasinya lebih jelas, juga lebih mempermudah
dalam melakukan analisis bagi pembentukan sebuah metodologi
perumusan hukum Islam.

C. Hukum Islam: Fikih sebagai Norma Hukum

Dalam realitasnya, fikih yang dihasilkan para ulama selama
ini umumnya merupakan hasil pemahaman dan interpretasi para
ulama terhadap hukum syar’i, dan bukan terhadap syariah itu
sendiri. Dalam arti bahwa yang menjadi fokus kajian para ulama
adalah teks-teks yang berkaitan dengan aturan dan kaidah hukum
yang bersifat partikular dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, dan
sering kali mengabaikan manhaj dan metode yang digunakan syari’
dalam menetapkan kaidah dan aturan hukum tersebut.* Padahal,
sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. aljatsiyah (45) ayat 18 di
atas, bahwa Al-Qur an secara eksplisit memerintahkan untuk

2 Paradigma yang dijadikan landasan bagi bangunan metodologi
untuk memahami syariah dan ahkam asy-syar’ah tersebut dikaji dalam Filsafat
Hukum Islam (falsafah at-tasyr? al-Islami).

22 Metodologi yang digunakan dalam memahami syarr’ah dan ahkam
asy-syarr’ah dikaji dalam Ushul Fikih (Metodologi Hukum Islam).

B Sami Zubaidah, Law and Power in the Islamic World (London: I.B. Taurus,
2003), hlm. 10-11. Muhammad Abu Zahrah, Ushal al-Figh (t.tp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
t.t.), hlm. 379. ‘Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushiil al-Figh (Kairo: Dar at-Tawzi’
wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1993), hlm. 399.

24 Fazlur Rahman mengkritik para ahli hukum Islam (fuqaha”) dengan
menyatakan bahwa fugaha® biasanya membahas secara mendetail dan serius
ketika menjumpai berbagai perintah dan larangan spesifik dalam Al-Qur’an,
namun sebaliknya ketika berhadapan dengan keharusan-keharusan umum
dalam Al-Qur’ an yang mengandung muatan etis-universal, mereka sepertinya
tidak tahu bagaimana membahasnya, bahkan dalam banyak kasus malah tidak
berusaha membahasnya sama sekali. Fazlur Rahman, “Hukum dan Etika dalam
Islam”, dalam Al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam, No. 9/1993, hlm. 40.
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mengikutisyariah, sementarahukumsyar’i harusdipahami sebagai
implementasi partikular dari syariah yang ditetapkan sesuai
dengan maksud, tujuan, dan konteks ketika diturunkannya.

Hukum syar’i yang berupa aturan atau kaidah hukum,
kebanyakan turun pada periode Madinah dan biasanya menjawab
permasalahan dan peristiwa yang terjadi. Karena itu, dalam
beberapa ayat Al-Qur’an secara eksplisit dikemukakan kalimat
yas'alinaka (mereka bertanya kepadamu Muhammad)®*® dan
yastaftanaka (mereka meminta fatwa kepadamu).2 Dengan
demikian, hukum syar’i diturunkan berdasarkan sebab dan alasan
tertentu, sehingga para ulama sejak awal Islam menekankan
adanya pengetahuan terhadap sebab-sebab turunnya suatu ayat
(asbab an-nuzil) dan hadis (asbab al-wuriid) serta konteks masyarakat
Arab ketika itu sebelum menafsirkan dan menyimpulkan suatu
hukum.” Hal ini selaras dengan pandangan para pemikir hukum
Islam yang menyatakan bahwa ketetapan hukum yang ada
dalam Al-Qur’an harus dipahami sesuai dengan konteks ketika
diturunkannya saat itu, namun dengan catatan bahwa yang
mereka maksudkan sebenarnya adalah hukum syar’i dan bukan
syariah itu sendiri.

Di samping itu, pemahaman dan interpretasi ulama
terhadap hukum syar’i yang berupa fikih tersebut, baik sadar
maupun tidak sadar, juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya
tempat ulama tersebut hidup. Bahkan, sesungguhnya hasil
pemahaman dan interpretasi ulama tersebut dapat dikatakan
sebagai respons terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat
yang dihadapi, kecuali mengenai masalah-masalah yang al-
ma’lim min ad-din bi adl-dlarirah (masalah-masalah agama yang
diketahui secara pasti).”® Pengertian ini menunjukkan bahwa

*Misalnya Q.S. Al-Baqarah (2): 219 dan Q.S. Al-Ma idah (5): 4.
Misalnya Q.S. An-Nisa" (4): 176 1

¥ Al“Asymawi, Jawhar al-Islam, hlm. 36-37. Para ulama menyatakan bahwa
mengetahui sebab munculnya suatu hadis atau ayat Al-Qur" an merupakan cara
terbaik untuk memahami makna yang dimaksud dan dikandung oleh hadis
atau ayat tersebut. Misalnya Manna’ Qaththan, Mabahits fi ‘Ulim al-Qur’ an (t.tp.:
t.p., t.t.), hlm. 80.

* Menurut Imam asy-Syafi’i, sesuatu yang benar-benar dapat disepakati
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fikih, selain hal-hal yang disepakati dalam agama, merupakan
produk pemikiran ulama (fagih) yang bersifat temporal, lokal,
dan kontekstual yang diderivasi dan disimpulkan dari syariah
dan hukum syar’i. Lokalitas dan kontekstualitas pada dasarnya
merupakan sifat dasar dari fikih, dan ini yang membedakannya
dengan syariah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya (syari’) yang
diyakini bersifat universal. Karena itu, dapat dipahami mengapa
dalam konstruksi fikih terjadi banyak perbedaan di kalangan para
ulama.? Perbedaan pendapat para ulama tersebut sesungguhnya
merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan tempat,
tantangan zaman, dan kondisi sosialbudaya masyarakat, di
samping karena perbedaan metodologi yang digunakan.*

Fikih sebagai hasil pemahaman dan interpretasi ulama
terhadap syariah dan hukum syar’i ini dalam waktu bersamaan
dapat dikatakan juga sebagai respons terhadap budaya dan
kebiasaan masyarakat yang dihadapi. Dialektika antara nilai-
nilai syariah, hukum syar’i dan norma kebiasaan atau budaya
masyarakat ini terlihat dengan jelas pada fikih yang diformulasi
oleh paraimam mazhab terdahulu. Pada awal sejarah pembentukan

(al-mujtama’ ‘alaih) adalah al-umiir al-ma’liimah min ad-din bi adl-dlararah (masalah-
masalah agama yang telah diketahui secara pasti), seperti keharaman khamr,
zina, dan hal-hal yang termasuk ke dalam ibadah mahdlah. Muhammad Ibn Idris
asy-Syafi’i, ar-Risalah (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), hIm. 534-535.

2 Dalam diskursus figh, hampir tidak ada masalah yang tidak
diperdebatkan, sehingga terkenal istilah fihi qawlani (dalam masalah itu,
terdapat dua pendapat) atau fihi agwal (dalam masalah itu, terdapat beberapa
pendapat). Dalam sejarah hukum Islam, tercatat minimal tiga belas mazhab
hukum yang pernah ada di dunia Islam, dan hanya lima yang masih banyak
diikuti sampai sekarang, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i
dari kalangan Sunni, dan Mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah. ‘Abd al-Mun’im
an-Namir, alljtihad (Mesir: al-Hai’ah al-Mishriyyah al Ammabh li al-Kuttab, 1987),
hlm. 149-150.

% Dari paparan di atas terlihat bahwa hukum syar’i memiliki
persamaan dengan fikih dari segi adanya kaitan dengan konteks sosial ketika
ditetapkannya. Karena itu pula, maka dalam pemikiran hukum Islam terkenal
kaidah bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan adanya perubahan waktu,
tempat, keadaan, dan adat kebiasaan. Ibnu Qayyim alJawziyyah, I'lam gk
Muwaqqi’in ‘an Rabb al-“Alamin (Beirut: Dar aj-ail, t.t.), IIl: 14. Subhi Mahmashani,
Falsafah at-TasyrT fi al-Islam (Beirut: Dar al-Tlm li al-Malayin, 1961), him. 201.




fikih, misalnya, sering terjadi perbedaan pendapat antara fuqaha’
Madinah pada satu sisi dan fuqaha® Kufah pada sisi yang lain.
Perbedaan tersebut antara lain mengenai hak waris dzawi al-
arham (anggota keluarga dari garis perempuan) ketika tidak ada
ahl al-furiid dan ‘ashabah. Menurut fugaha’ Madinah, dzawu al-arham
tidak akan pernah mendapat warisan, karena Al-Qur’ an sendiri
tidak secara khusus memberikan hak waris kepada mereka.!
Sementara, fugaha” Kufah berpendapat bahwawalaupun Al-Qur an
tidak secara tegas menyebut mereka, namun dengan mengakui
adanya hak waris bagi kerabat perempuan yang termasuk dzawu
al-furidl berarti Al-Qur’ an secara implisit mengakui juga hak waris
bagi orang-orang yang dihubungkan dengan kerabat perempuan
tersebut, yaitu dzawu al-arham. Perbedaan pendapat tersebut dapat
dimengerti mengingat masyarakat Madinah adalah masyarakat
patrilineal, sehingga tidak mudah bagi mereka memberikan hak
waris kepada orang-orang tersebut. Namun, tidak demikian bagi
masyarakat Kufah. Kaum perempuan dalam masyarakat Kufah
yang kosmopolitan mendapat penghargaan dan hak yang lebih
baik, sehingga mereka dan kerabat yang melalui jalur mereka
dianggap layak memperoleh warisan.®? Apabila dicermati, kedua
pendapat tersebut sama-sama merujuk pada Al-Qur’an, namun
karena kondisi sosial budaya yang berbeda, maka menimbulkan
pemahaman yang berbeda pula. Dengan kata lain, dalam hal
ini Al-Qur’an dipahami dan diinterpretasi dari sudut pandang
keadaan sosial budaya setempat. Di sinilah terlihat sifat lokalitas
dan historisitas dari bangunan fikih.

Sejalan dengan masalah di atas, adalah masalah wali
bagi perempuan dalam akad perkawinan. Bagi fugaha' Madinah,
yang masyarakatnya masih teguh pada konsep-konsep hukum
yang mempertahankan sistem kesukuan Arab, berlaku bahwa
perkawinan merupakan hak prerogatif anggota keluarga laki-
laki. Karenanya, tidak seorang perempuan pun di Madinah yang

3 Menurut Imam Malik, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama
Madinah. Malik Ibn Anas, al-Muwaththa®, “27. Kitab al-Fara'idl, 12. Bab Man la
Miratsa lah” (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), him. 326.

%2 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1964), hlm. 48-49.
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melakukan akad perkawianan sendiri, kecuali harus diserahkan
kepada walinya. Sementara di Kufah, yang masyarakatnya
bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai ras, norma-norma
kesukuan seperti itu terasa asing. Oleh karena itu, walaupun
tetap menduduki posisi yang lebih rendah, kaum perempuan
di Kufah dalam hal-hal tertentu mempunyai kewenangan atas
dirinya, termasuk dalam hal perkawinan. Perempuan yang telah
dewasa diperkenankan melakukan sendiri akad perkawinannya,
tanpa harus menyertakan seorang wali (laki-laki) dengan syarat
adanyanya kafa ah (kesetaraan antara calon mempelai laki-laki
dan perempuan). Bahkan, di samping dapat melakukan akad nikah
sendiri, menurut Abu Hanifah (w. 150 H), salah satu tokoh fugaha’
Kufah, perempuan dewasa dapat menikahkan anaknya yang masih
kecil atau menjadi wakil bagi orang lain untuk menikahkan.®

Begitu pula dalam hal laki-laki (dzukirah) sebagai syarat
untuk menjadi hakim. Walaupun mayoritas fugaha" berpendapat
bahwa sifat laki-laki merupakan syarat sah yang harus dimiliki
oleh seorang hakim, namun Abu Hanifah sebaliknya berpendapat
bahwa seorang perempuan dapat menjadi hakim dalam
memutuskan perkara yang berkaitan dengan persengketaan
harta benda. Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari (w. 310 H) pada masa
berikutnya seiring dengan perkembangan zaman berpendapat
bahwa perempuan dapat menjadi hakim secara mutlak, dalam
arti dapat memutuskan perkara dalam masalah apapun.®*

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat betapa
kondisi sosial budaya mempengaruhi suatu produk pemikiran
fikih. Bukti yang paling jelas adalah pribadi Imam asy-Syafi’i (w. 204
H) sendiri, yang mempunyai qawl qadim di Bagdad dan qawl jadid
di Mesir.*® Adanya dua pendapat (gawlani) ini tidak berarti bahwa

3 Jbid., hlm 30 dan 49. Muhammad Ibn Isma’il ash-Shan’ani, Subul as-
Salam (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa
Awladuh, 1950), III: 120.

*Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Ttp.: Dar al-
Fikr, t.t.), II: 344.

35 Mengenai dua qawl Imam asy-Syafi’i ini dikaji secara lengkap oleh
Ahmad Nahrawi Abd as-Salam dalam al-Imam asy-Syafi’i fi Madzhabaihi al-Qadim
wa aljadid (t.tp.: t.p., 1988).



Imam asy-Syafi’i bersikap inkonsisten dalam pemikiran fikihnya.
Namun, memang demikianlah sifat dasar dari fikih, yaitu fleksibel,
kontekstual, dan harus relevan dengan lokalitas tempat dan
waktu -walaupun tetap tingkat fleksibilitas pemikiran fikih dari
seorang faqih ditentukan juga oleh metodologi yang dipeganginya.
Sikap Imam asy-Syafi'i ini kemudian diikuti oleh para pengikut
mazhabnya pada masa-masa awal. Mereka, dengan berpegang
pada metodologi Imam asy-Syafi'i, terus mengembangkan
dan menetapkan hukum-hukum fur#’ baru seiring dengan
perkembangan zaman dan selaras dengan tuntutan sosial budaya
masing-masing.

Fuqaha® Syafiiyyah di Irak dan Mesir dalam penetapan
hukumnya terlihat dekat dengan pendapat-pendapat Imam
asy-Syafi’i. Ini tidak lain karena Imam asy-Syafi'i sendiri
mengembangkan fikihnya di dua daerah tersebut, sehingga
tuntutan sosial budaya yang dihadapi mereka tidak terlalu berbeda
dengan masa-masa Imam asy-Syafi’i hidup. Namun, bagi fuqaha
Syafi’iyyah yang berada di daerah Khurasan dan Naisabur, misalnya,
mereka harus berusaha melakukan pengkajian dan penetapan
hukum-hukum furu’ baru yang sesuai dengan lingkungan budaya
setempat. Hal ini pada gilirannya menimbulkan kecenderungan
yang berbeda di antara fuqaha' Syafi'iyyah. Fuqaha® kelompok
Irak (al-Iraqiyyin) mempunyai kecenderungan ke arah nagl (qawl
Imam asy-Syafi’i), sementara fugaha' kelompok Khurasan (al-
Khurasaniyyin) mempunyai kecenderungan pada pola pengkajian
yang menitikberatkan pada penalaran.*

Pengaruh kondisi sosial dan budaya terhadap proses
pembentukan fikih, sebagaimana terlihat, tidak hanya terjadi
pada fuqaha’ yang mempunyai paradigma dan metodologi berpikir
berbeda, seperti antara fugaha® Madinah dan fuqaha® Kufah, tetapi
juga pada fuqaha' yang mempunyai kesamaan paradigma dan
metodologi berpikir seperti terjadi pada intra fugaha” Syafi’iyyah.
Bahkan, hal itu dapat juga terjadi pada diri satu orang, seperti
pribadi Imam asy-Syafi'i dengan qawl qadim dan qawl jadid-nya.

3% Muhammad Abu Zahrah, asy-Syafi'i; Hayatuh wa Ashruh Ara uh wa
Fighuh (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 324-325.
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Namun demikian, adanya dialektika antara syariah, hukum
syar’i dan konteks sosial kultural ‘masyarakat ini, menurut para -
pemikir hukum Islam, hanya pada masalah-masalah mu’amalah-
kemasyarakatan dan tidak menyentuh bidang ibadah mahdlah
(ibadah ritual yang memiliki kaitan langsung antara individu
manusia dengan Tuhannya). Ini memang dimaksudkan supaya
fikih yang terbentuk di samping bersifat fleksibel dan dapat
berubah, juga berkaitan langsung dengan konteks masyarakat.
Namun, gagasan mereka ini pada umumnya tetap masih belum
membumi dalam konteks masyarakat sebuah negara yang sedang
berupaya membentuk hukum nasional, karena masih ' sebatas
wacana dan belum ada tawaran dan bentuk konkretnya, terutama
bagaimana supaya fikih yang penuh muatan moral tersebut dapat
memberikan kontribusi konkret terhadap pembentukan hukum
nasional. Mereka belum dapat menghapus kesenjangan antara
istilah fikih dan istilah hukum yang akan diterapkan di sebuah
negara. Fikih, sebagaimana diketahui memiliki makna yang lebih
luas dari sekadar hukum, fikih memiliki sisi norma moral yang
kuat di samping sisi norma hukum yang dimiliki.

Atas dasar itu, maka fikih, selain ‘badah mahdlah, dalam
konteks sebuah negara seharusnya dipahami sebagai norma hukum
Islam yang positif,*” yang berbeda dengan nilai-nilai syariah yang
ideal dan juga berbeda dengan adat kebiasaan dan budaya yang
berlaku dalam masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat (lokal)
merupakan praktik sehari-hari yang hidup secara riil dalam
masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam
jangka waktu yang panjang melalui kesadaran kolektif masyarakat
itu kemudian menjadi norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini
merupakan kenyataan empiris yang berlaku dalam masyarakat.®

~ % Walaupun demikian, hukum Islam pada dasarnya merupakan
bingkai dari moral yang dikandungnya. Namun, untuk menjaga moral tersebut
perlu ada aturan hukum yang kongkret dan aplikatif, dan tidak hanya sekadar
anjuran yang tidak mengikat, terutama apabila dikaitkan dengan konteks
sebuah negara yang sedang membangun pembentukan hukum nasional.
3 Bandingkan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 5 (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2000), hlm. 14-15. Kebiasaan ini dalam hukum Islam dijadikan
sebagai pertimbangan yang sangat penting, sehingga terdapat kaidah: atel




Namun demikian, norma-norma kebiasaan yang menjadi realita
dalam masyarakat ini tidak selalu sesuai dan selaras dengan nilai-
nilai syariah Islam yang bersifat ideal.

Apabila norma kebiasaan berpegang pada kenyataan
tingkah laku yang hidup dalam masyarakat, maka nilai-nilai
syariah Islam bersifat ideal yang masih memerlukan upaya untuk
diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai-nilai syariah merupakan
idea yang merupakan tolok ukur untuk menilai baik atau buruk,
boleh atau tidak boleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat.
Syariah ini datangnya bukan dari masyarakat, tetapi berasal dari
syari’ (Allah dan Rasul-Nya) yang diturunkan sebagai petunjuk
dan pedoman hidup ideal bagi manusia (hudan li an-nas) dalam
menjalankan hidupnya. Karena sifatnya yang merupakan tatanan
ideal, maka syariah perlu diinterpretasi dan dikontekstualisasikan
untuk dapat diterapkan dalam masyarakat (lokal).

Hasil interpretasi dan kontekstualisasi syariah yang
berhadapan secara diametral dengan norma kebiasaan masyarakat
itulah yang disebut fikih sebagai norma hukum. Fikih, dengan
demikian, dibentuk dan diformulasisecarasadar dansengajauntuk
menghubungkan antara nilai-nilai syariah yang ideal (das sollen,
apa yang seharusnya) dengan norma kebiasaan masyarakat yang
riil (das sein, apa adanya). Karena itu, fikih pada dasarnya sangat
terikat dengan dunia ideal syarrah dan juga dengan kebiasaan
masyarakat yang riil, sehingga pada akhirnya fikih juga harus
mempertanggungjawabkan formulasinya dari dua sudut pandang
tersebut, yaitu tuntutan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.
Secara filosofis, fikih harus memasukkan unsur idealita nilai-nilai
syariah di dalamnya, sementara secara sosiologis, fikih harus
memperhitungkan bahkan mengakomodasi kenyataan-kenyataan
riil yang hidup dalam masyarakat.* Dengan demikian, posisi fikih
adalah berada di antara syariah yang ideal dan kebiasaan riil yang
ada dalam masyarakat.

Dengan kata lain, hukum Islam, yaitu fikih sebagai norma

ieS>o (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum). ‘Ali Ahmad
an-Nadwi, al-Qawd’id al-Fighiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1986), hlm. 256.
% Bandingkan Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, hlm. 15-17.
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hukum, secara metodologis berupaya mempertemukan dan
mendialektikakan antara nilai-nilai idealita syariah dan norma
kebiasaanyangriil dalam masyarakat (‘urf). Dengan demikian, dapat
dikatakan hukum Islam (fikih sebagai norma hukum) merupakan
hasil dari dialektika antara syariah dan al-‘urf. Dialektika konteks
sosial budaya ini pada dasarnya adalah dengan syariah, dan bukan
dengan hukum syar’i secara langsung. Hal ini dapat dimengerti
karena syariah-lah yang bersifat ideal, sementara hukum syar’i
ditetapkan sebagai aplikasi kongkret dari nilai-nilai syariah
terhadap masyarakat yang ada berdasarkan konteks turunnya saat
itu*

Perlu adanya penegasan fikih sebagai norma hukum ini

" adalah karena, sebagaimana dikemukakan, fikih di samping

memuat norma hukum juga masih kental dengan muatan
norma moral. Memang pada dasarnya aturan hukum dalam
Islam adalah untuk menegakkan nilai moral yang dikandungnya,
namun apabila norma moral itu yang menonjol, maka terkadang
akan mengesampingkan penegakan aturan hukum itu sendiri.
Misalnya dalam kitab fikih, dan mungkin dalam beberapa aturan
perundangan, kebolehan poligami (berdasarkan Q.S. An-Nisa® (4)
ayat 3) ditetapkan sebagai aturan hukum yang positif, namun
syarat adil untuk berpoligami (berdasarkan Q.S. An-Nisa" (4) ayat 3
dan 129) hanya dipandang sebagai anjural moral semata, sehingga
kemudian keadilan tersebut hanya mengikat kesadaran suami,
dan apabila syarat adil tersebut dilanggar, maka suami tidak
dapat disanksi secara hukum. Begitu pula mengenai mut’ah dan
nafkah yang diberikan suami bagi istri yang ditalak sering kali
hanya lebih sebagai anjuran moral daripada aturan hukum yang
apabila dilanggar suami dapat terkena sanksi.*' Penegasan fikih
sebagai norma hukum ini menjadi sangat penting ketika hukum

0 Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam terbentuk
dari hasil dialektika antara syariah yang termuat dalam Al-Qur’ an dan Sunnah
dengan adat kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
sumber hukum Islam pada dasarnya ada tiga, yaitu Al-Qur’an, Sunnah Nabi,
dan ‘Urf (adat kebiasaan).

4 Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1990), him. 208-210.



Islam akan memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum
nasional.

Dalam konteks sebuah negara, maka fikih sebagai
norma hukum Islam merupakan seperangkat aturan sebagai
hasil dialektika antara nilai-nilai syariah dengan adat kebiasaan
masyarakat Negara tersebut,”? yang dirumuskan secara sadar
dan sengaja untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
Aturan hukum Islam di sebuah negara tersebut di samping secara
filosofis harus memuat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah,
juga secara sosiologis harus sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakatnya.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam
lebih dekat diartikan dengan fikih sebagai norma hukum; Fikih
berarti hasil pemahaman dan interpretasi dari dialektika antara
syariah (dan hukum syar’i) dengan kondisi realitas masyarakat
(‘Urf). Fikih dalam artinya yang asli memiliki muatan moral yang
kental, sehingga lebih dekat dengan norma moral. Sementara itu,
dalam kaitannya dengan pengertian hukum Islam, maka fikih
harus bersifat positif yang memiliki perintah dan sanksi yang jelas.
Dengan demikian, hukum Islam merupakan fikih yang memiliki
aspek norma hukum yang jelas, atau disebut dengan fikih sebagai
norma hukum.

Dengan pengertian hukum Islam seperti itu, maka hukum
Islam akan dapat dipahami dalam konteks keilmuan hukum pada
umumnya. Dengan mengacu pada kerangka pembahasan ilmu
hukum (umum), maka pembahasan ilmu hukum Islam antara
lain seharusnya membahas tentang hakekat hukum Islam dan
kaitannya dengan pembuat hukum (law giver atau law maker),
subyek hukum dan perbuatan hukum, sumber hukum baik
utama maupun turunannya, tujuan hukum Islam, penafsiran dan
penemuan hukum, dan beberapa lapangan hukum Islam seperti

2 Dalam hal ini berarti hukum Adat dan juga hukum yang sekarang
berlaku dalam masyarakat menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam
proses perumusan hukum Islam di sebuah negara.
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asas-asas hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum
tata negara, hukum keuangan publik, dan hukum acara peradilan.
Dengan kata lain, materi hukum Islam sebenarnya sangat kaya
dan tidak kalah dengan hukum umum, hanya saja sistematika
pembahasannya yang berbeda sehingga kemudian sulit dipahami
dalam konteks keilmuan hukum pada umumnya. Oleh Kkarena itu,
sudah saatnya adanya kajian interkoneksi antara hukum Islam
dan hukum umum.
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